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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Barang Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
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Mengingat

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu meninjau kembali Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada
huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada
Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor
158);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4052);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3815);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
1971 tentang Penjualan  Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran
Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1974 tentang Pelaksanaan Penjualan
Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3030) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan
Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3237);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3573)
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4515);
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